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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG  TANAH, SERTIPIKAT TANAH, DAN 

PERALIHAN HAK ATAS TANAH 

A. Tinjauan Tentang Tanah 

1. Pengertian Tanah 

Adrian Sutedi, menyatakan bahwa : (Sutedi, 2018, hlm. 31) 

“Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, yaitu 
tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan 
melanjutkan kehidupannya. Tanah telah memegang peran vital 
dalam kehidupan dan penghidupan bangsa, serta pendukung 
suatu Negara, lebih-lebih yang corak agrarisnya berdominasi. 
Di Negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi 
yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah yang sebesar-
besarnya bertujuan untuk kemakmuran rakyat.” 
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah dapat diartikan :  

a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; 

b. Keadaan bumi di suatu tempat; 

c. Permukaan bumi yang diberi batas; 

d. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir,batu cadas, 

dll). 

Adrian Sutedi juga menyatakan bahwa : (Indonesia, 2007, hlm. 6) 

“Konsepsi tanah menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
adalah permukaan bumi yang kewenangan penggunaannya 
meliputi tubuh bumi, air dan ruang yang ada diatasnya. Dalam 
pengertian ini tanah meliputi tanah yang sudah ada sesuatu hak 
yang ada diatasnya maupun yang dilekati sesuatu hak menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
 

Boedi Harsono, menyatakan bahwa : (Harsono, 1999, hlm. 88) 
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“Pengertian tanah berdasarkan apa yang dimaksud dalam Pasal 
4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa dalam hukum tanah, kata 
tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang 
telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa 
hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam 
hak atas permukaan bumi yang disebut tanah.” 
 

Dengan demikian tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan 

sebagai permukaan bumi. Menurut pendapat Jhon Salindeho yang dikutip 

oleh Sahnan mengemukakan bahwa tanah adalah suatu benda bernilai 

ekonomis menurut pandangan bangsa Indonesia, ia pula yang sering 

memberi getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan 

guncangan dalam masyarakat, lalu ia juga yang sering menimbulkan 

sendatan dalam pelaksanaan pembangunan. (Sahnan, 2016, hlm. 26) 

Berdasarkan pengertian tanah yang dikemukakan di atas dapat memberi 

pemahaman bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi 

sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan 

mempertahankan eksistensi sebagai benda yang bernilai ekonomis karena 

tanah selain itu bermanfaat pula bagi pelaksanaan pembangunan namun 

tanah juga sering menimbulkan berbagai macam persoalan bagi manusia 

sehingga dalam penggunaannya perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya 

agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat.  
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2. Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

Tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa tanah 

dalah hanya permukaaan bumi saja. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 4 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria adalah  atas dasar hak menguasai Negara, 

ditentukannya adanya macammacam hak atas permukaan bumi yang 

disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-

badan hukum lainnya. 

Dan diperjelas dengan Penjelasan Umum II ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang 

menyatakan bahwa :  

“… ditegaskan bahwa, dikenal hak milik yang dapat dipunyai 

seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang 

lain atas bagiandari bumi Indonesia.” 

Dalam pada itu hanya permukaan bumi sajalah yang disebut sebagai 

tanah, yang dapat dihaki oleh seseorang. Jadi siapa saja hanya berhak atas 

permukaan buminya saja, itupun dengan memperhatikan tata ruang dan 

kelestarian lingkungan hidup yang mendasarkan nkepada prinsip-prinsip 

pembangunan yang berkelanjutan yang ketentuannya diatur dalam 

Peraturan Perundang-undangan tersendiri. 
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Jikapun seseorang memiliki hak atas tanah yang merupakan hak 

milik, hak atas tanah tersebut merupakan hak yang paling sempurna dan 

terpenuh sifat dan kewenangannya di banding dengan hak-hak lain yang 

ada dan berlaku sesuai dengan ketentuan Perundangan Agraria di 

Indonesia, tetap saja apabila ditemukan benda peninggalan bersejarah 

ataupun barang-barang tambah, dan benda-benda berharga lainnya 

walaupun itu di dalam tubuh bumi berada tepat di bawah hak. 

Dyara Radhite Oryza Fea, menyatakan bahwa : (Fea, 2018, hlm. 89) 

“Hak atas tanah adalah hak yang diberikan kepada seseorang 

atau badan hukum yang meliputi atas permukaan bumi saja.” 

Sedangkan hak mempergunakannya tanah adalah hak yang diberikan 

oleh Negara kepada Badan Hukum Indonesia, dan Eksploitasi serta 

penelitian, untuk mengambil manfaat ekonomi dan manfaat-manfaat 

lainnya dari alam Indonesia, yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi 

yang pada akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung akan 

mensejahterakan rakyat dan demi terwujudnya kemakmuran secara 

nasional, yang mewilayahi haknya meliputi tanah, tubuh bumi, dan ruang 

angkasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

3. Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah 

Penguasaan secara yuridis dilandasi hak, yang dilindungi hukum dan 

pada umumnya memberikan kewenangan bagi pemegang hak untuk 

menguasai tanah secara fisik. Tetapi ada juga penguasaan yuridis 
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walaupun memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk 

menguasai secara fisik, tetapi penguasaan tanahnya justru dilakukan oleh 

pihak lain. Misalnya pada kasus apabila tanah yang dimiliki oleh 

pemegang hak disewakan kepada pihak lain dan secara otomatis yang 

menyewa tersebut dapat menguasai secara fisik. 

Dyara Radhite Oryza Fea, menyatakan bahwa : (Fea, 2018, hlm. 89) 

“Di dalam hukum tanah yang berlaku di Indonesia, dikenal 
pula penguasaan atas tanah secara yuridis yang tidak 
memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang 
bersangkutan secara fisik. Misalnya apabila terjadi kredit di 
Bank dengan pengikatan tanah sebagai jaminannya, kreditor 
pemegang hak jaminan atas tanah tersebut sebenarnya 
mempunyai hak penguasaan atas tanah yang dijadikan agunan 
tersebut secara yuridis, tetapi penguasaan tanahnya secara fisik 
masih ada pada pemilik tanah.” 
 

Dalam hukum tanah nasional kita diterapkan hierarki penguasaan 

atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu : 

a. Hak bangsa Indonesia  

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak 

Bangsa Indonesia adalah hak dari Bangsa Indonesia atas seluruh bumi, 

air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya, yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia.  

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pengertian bumi selain 

permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang 
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berada dibawah air. Permukaan bumi sendiri biasa disebut dengan 

istilah tanah. 

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak bangsa 

merupakan hubungan hukum yang bersifat pribadi. Subjek dari hak 

Bangsa Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia sepanjang bersatu 

sebagai bangsa Indonesia yaitu generasi-generasi terdahulu, sekarang 

dan generasi-genarasi yang akan datang. Hal ini meliputi seluruh tanah 

yang ada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

Hak bangsa mengandung unsur kepunyaan dan unsur 

kewenangan untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan 

penggunaan tanah bersama yang dipunyainya. Hak bangsa atas tanah 

bersama bukanlah hak kepemilikan dalam arti yuridis, maka di dalam 

hak bangsa ada juga hak milik perseorangan atas tanah dan tugas 

kewenangan untuk mengatur dilimpahkan kepada negara. 

b. Hak menguasai Negara  

Hak menguasai negara bersumber dari pemberian kuasa dari 

Bangsa Indonesia kepada Negara sebagai Organisasi Kekuasaan 

Seluruh Rakyat Indonesia (Badan Penguasa) berdasarkan ketentuan 

dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan kemudian dijabarkan secara lebih lanjut di dalam 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria.  
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Berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan antara hukum negara 

dengan bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan yang 

terkandung di dalamnya, dirumuskan dengan istilah dikuasai, yang 

bukan berarti dimiliki, akan tetapi pengertiannya adalah pemberian 

wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa 

Indonesia atau sebagai badan penguasa untuk pada tingkat tertinggi. 

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

yang menyatakan bahwa : 

1) Mengatur dan menyelenggarakan: peruntukkan penggunaan 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 

2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, 

air dan ruang angkasa. 

Hak menguasai negara, menurut Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

mempunyai tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam 

masyarakat dan negara hukum indonesia yang merdeka, berdaulat, adil 

dan makmur. Subjek dari hak menguasai negara adalah negara 
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Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Hak 

ini meliputi semua tanah dalam wilayah republik Indonesia. Baik tanah 

yang tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak 

perseorangan. 

c. Hak ulayat masyarakat hukum adat  

Hak ulayat diatur di dalam Pasal 3 jo Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu 

masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak 

dalam lingkungan wilayahnya. Hak ini meliputi semua tanah yang ada 

dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik 

yang sudah dimiliki seseorang dengan hak perseorangan maupun yang 

belum. Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, 

sedangkan yang menjadi objek hak ulayat adalah semua tanah dalam 

wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan. Hak 

ulayat mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam dan keluar. Ke 

dalam berhubungan dengan para warganya. Sedangkan kekuatan yang 

berlaku keluar dalam hubungannya dengan anggota hukum adatnya, 

yang disebut orang luar atau orang asing. 

d. Hak-hak individual (hak-hak perorangan atas tanah)  

Hak-hak individual (hak perorangan atas tanah) terdiri atas : 

1) Hak atas tanah  
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a) Hak atas tanah yang primer yaitu hak atas tanah yang 

bersumber secara langsung dari bangsa, yang diperoleh 

berdasarkan pemberian hak oleh negara. Terdiri dari hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai; dan 

b) Hak atas tanah sekunder yaitu hak atas tanah yang bersumber 

dari pemberian hak oleh pemilik tanah berdasarkan perjanjian. 

Terdiri dari hak guna bangunan, hak pakai, hak gadai, hak 

sewa, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan lain-lain. 

(Pasal 37, 41 dan 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). 

2) Wakaf (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) Tanah wakaf yaitu hak atas 

tanah yang semula merupakan hak primer (HM, HGB, HGU, HP 

atau tanah girik) dan kemudian diwakafkan atau diserahkan oleh 

pemiliknya kepada badan keagamaan ataupun badan sosial lainnya 

untuk diwakafkan; dan 

3) Hak jaminan atas tanah: hak tanggungan (Pasal 23, 33, 39, 51 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria). 

4. Macam-Macam Hak Atas Tanah 

a. Hak Atas Tanah Bersifat Tetap  
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Hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

yaitu :  

1) Hak milik (HM)  

Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh 

yang dapat dipunyai orang atau badan hukum atas tanah dengan 

mengingat fungsi sosial. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria di sebutkan bahwa sifat-sifat Hak Milik yang membedakan 

dan hak-hak lainnya.  

Hak Milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti 

bahwa hak tersebut merupakan hak mutlak, tidak terbatas dan tidak 

dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom seperti yang 

dirumuskan dalam Pasal 571 KUHPerdata. Sifat demikian 

bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dan tiap-

tiap hak. Kata-kata terkuat dan terpenuh mempunyai maksud untuk 

membedakan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak 

pakai dan lainnya yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-

hak atas tanah yang dapat dimiliki, hak rniliklah yang terkuat dan 

terpenuh. 

Dengan demikian maka pengertian terkuat seperti yang 

dirumuskan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 
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tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak milik 

berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah hak yang 

turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang 

atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria menyatakan hak milik dapat beralih dan dialihkan 

kepada pihak lain. Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan 

Boedi Harsono yang mendefinisikan hak milik adalah hak turun 

dan memberi kewenangan untuk menggunakannya bagi segala 

macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang 

tidak ada larangan khusus untuk itu. 

2) Hak Guna Usaha  

G. Kartasapoetra, dkk, menyatakan bahwa : (Kartasapoetra, 

1991, hlm. 7) 

“Hak Guna Usaha atau HGU diatur dalam Pasal 28 
ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi: 
Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan 
tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalamjangka 
waktu sebagai mana tersebut dalam Pasal 29, guna 
perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. 
Berlainan dengan hak milik, tujuan pengunaan tanah 
yang dipunyai dengan hak guna usaha itu terbatas, 
yaitu pada usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. 
Hak guna usaha ini hanya dapat diberikan oleh 
Negara.” 
 

3) Hak Guna Bangunan 
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Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa yang 

dimaksud dengan Hak Guna Bangunan adalah hak untuk 

mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang 

bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun 

dan apabila diperlukan dapat diperpanjang lagi selama 20 tahun. 

Pasal 37 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjelaskan tentang 

terjadinya hak guna bangunan, yang disebabkan oleh:  

a) Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara; yaitu 

karena penetapan Pemerintah; dan 

b) Mengenai tanah Milik yaitu, karena perjanjian yang berbentuk 

otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak 

yang akan memperoleh. 

4) Hak Pakai 

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak pakai merupakan hak 

untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi 

wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau 

dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian 

sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu 
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asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan 

Undang-undang. Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu 

yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan 

yang tertentu, dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau 

pemberian jasa berupa apapun. Sementara itu dalam Pasal 42 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria dijelaskan bahwa hak pakai dapat diberikan 

kepada warga Negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan 

di Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing 

yang memiliki perwakilan di Indonesia. 

B. Tinjauan Tentang Sertifikat Hak Atas Tanah 

1. Pengertian Sertifikat Hak Atas Tanah 

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, 

kepada pemegang hak atas tanah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti 

hak atas tanah. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak menyebutkan nama surat tanda bukti 

hak atas tanah yang didaftar. Baru pada Pasal 13 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan 

bahwa surat tanda bukti hakatas tanah yang didaftar dinamakan sertifikat, 

yaitu salinan dari buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu 

bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh 

Menteri Agraria. Dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 



38 
 

 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah dinyatakan bahwa sertifikat 

adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 

(2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, 

hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-

masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Maka 

sertifikat itu merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

bukti yang kuat. (Sutedi, 2012, hlm. 86) 

Apabila ditinjau dari pengertian sertifikat itu sendiri maka sertifikat 

adalah tanda bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh pemerintah 

dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan 

peraturan dan perundang-undangan. Sertifikat hak atas tanah membuktikan 

bahwa seseorang atau suatu badan hukum, mempunyai suatu hak atas 

bidang tanah tertentu. 

Sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa seseorang atau suatu 

badan hukum mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu. Pada 

kenyataannya bahwa seseorang atau suatu badan hukum menguasai secara 

fisik dan menggunakan tanah yang bersangkutan tidak serta merta 

langsung membuktikan bahwa ia mempunyai hak atas tanah yang 

dimaksud. (Fitriyani, 2014, hlm. 98–100) 

Adanya surat-surat jual beli, belum tentu membuktikan bahwa yang 

membeli benar-benar mempunyai hak atas tanah yang di belinya. Apalagi 

tidak ada bukti otentik bahwa yang menjual memang berhak atas tanah 
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yang dijualnya. Selain pengertian sertifikat yang diberikan oleh undang-

undang secara otentik, ada juga pengertian sertifikat yang diberikan oleh 

para sarjana. Salah satunya adalah K. Wantjik Saleh yang menyatakan 

bahwa sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukurnya setelah 

dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang 

bentuknya ditetapkan oleh Menteri. (Soerodjo, 2002, hlm. 86) 

Dari pengertian di atas penulis berpendapat bahwa sertifikat adalah 

surat tanda bukti hak yang dijilid dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, 

yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan 

data yuridis yang termuat di dalamnya, dimana data tersebut sesuai dengan 

data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. 

Dari uraian di atas, maka sertifikat sebagai alat pembuktian yang 

kuat, berarti bahwa selama tidak dibuktikan sebaliknya data fisik dan data 

yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang 

benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum 

dalam buku sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku 

tanah dan surat ukur yang bersangkutan karena data itu diambil dari buku 

tanah dan surat ukur tersebut. Dengan demikian sertifikat sebagai akta 

otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam arti 

bahwa hakim harus terikat dengan data yang disebutkan dalam sertifikat 

itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. 

Hal ini berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh hukum 

pertanahan Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 
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maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yakni sistem 

publikasi negatif yang mengandung unsur positif karena akan 

menghasilkan surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat.  

Jadi tidak sistem publikasi positif, karena menurut sistem publikasi 

positif adalah apa yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah dan surat-

surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang 

mutlak Pihak ketiga (yang beriktikad baik) yang bertindak atas dasar 

bukti-bukti tersebut tidak mendapat perlindungan, biarpun kemudian 

ternyata bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya tidak 

benar.  

Tujuan dari diterbitkannya sertifikat adalah untuk kepentingan dari 

pemegang hak yang didasarkan pada data fisik dan data yuridis 

sebagaimana yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Adanya sertifikat 

dapat menjadi bukti autentik dari si pemegang sertifikat sehingga apabila 

ada pihak lain yang menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya, 

pemegang sertipikat memiliki bukti yang kuat bahwa secara hukum dia 

adalah pemilik tanah tersebut. (Sembiring, 2010, hlm. 43) 

2. Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah 

Fungsi sertifikat hak atas tanah (hak milik) menurut Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

merupakan alat bukti yang kuat bagi pemiliknya, artinya bahwa selama 

tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang 
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tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sertifikat 

sebagai alat bukti yang kuat, tidak sebagai alat bukti mutlak, hal ini 

berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh hukum pertanahan 

Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendafataran Tanah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendafataran Tanah yakni sistem publikasi negatif yang 

mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat tanda 

bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

C. Tinjauan Umum Mengenai Peralihan Hak Atas Tanah 

Pengertia peralihan hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan, beralih 

dalam arti berpindahnya hak atas tanah karena pewarisan, sedangkan dialihkan 

adalah berupa jual-beli, tukar menukar, penghibahan, dan hibah-wasiat. 

1. Warisan  

Apabila seseorang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, 

maka hal tanah itu beralih kepada ahli warisnya. Pewaris itu mungkin 

dengan suatu surat wasiat atau tidak. Yang berhak yang mendapat warisan 

itu, serta bagaimana cara dan berapa bagiannya, tergantung kepada Hukum 

Waris yang berlaku bagi yang bersangkutan. 

2. Jual Beli  

Pengertian jual-beli ada menurut Hukum adat, ada pula menurut 

hukum Barat. Dalam pengertian hukum, yang mana pihak penjual 

menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya, 

pada waktu pembeli membayar harga tanah tersebut kepada penjual 
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(walaupun hanya sebagian). Sejak itu, hak atas tanah beralih di penjual 

kepada pembeli. Sedangkan, pengertian jual-beli dalam hukum Barat 

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata).  

Jual beli adalah salah satu macam perjanjian atau perikatan seperti 

termuat dalam Buku III KUHperdata tentang perikatan. Dalam hal jual 

beli tanah adalah suatu perjanjian, satu pihak mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan tanah pada pihak lainnya untuk membayar harga-harga yang 

ditentukan. Pada saat kedua belah pihak itu telah mencapai kata sepakat, 

maka jual beli sdianggap telah terjadi. untuk pemindahan tak diperlukan 

suatu perbuatan Hukum lain yang berupa penyerahan caranya ditetapkan 

dengan satu peraturan lain lagi. 

Penyerahan hak itu, dalam istilah hukum disebut juridische levering 

(penyerahan menurut hukum), yang dilakukan dengan pembuatan akta di 

muka dan oleh pejabat balik nama (overschrijvings-ambtennar). Dan 

perbuatan hukum tersebut dimasyarakat terkenal dengan sebutan balik 

nama. Jadi tegasnya, sebelum dilangsungkan balik nama itu, maka hak 

atas tanah belum terpisah dari penjual kepada pembeli. 

3. Tukar menukar  

Dalam perjanjian hak atas tanah, ada pembeli yang membayar 

sejumlah uang dan ada penjual yang menyerahkan hak atas tanahnya, 

maka dalam tukar menukar, satu pihak yang mempunyai hak atas tanah 

menukarkan dengan tanah atau barang kepada pihak lain. Tukar menukar 
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sama halnya dengan pengertian jual-beli, yakni pihak yang mempunyai 

hak atas tanah itu menyerahkan tanahnya untuk selama-lamanya dan 

sebagai gantinya ia menerima tanah yang lain atau barang lain dari orang 

yag menerima tahanya itu dan sejak penyerahan itu. Jadi tegasnya, bukan 

suatu perjanjian saja. Sama halnya dengan jual-beli, maka tukar menukar 

atau harus dilakukan dihadapan PPAT dengan membuat satu akta tukar 

menukar, yang selanjutnya dengan kata itu didafatarkan ke Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk mendapatkan sertifikat.  

4. Penghibahan  

Penghibahaan hak atas tanah juga dilakukan di hadapan PPAT 

dengan satu akta hibah dan selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota setempat untuk mendapatkan sertifikat.  

5. Hibah Wasiat  

Berbeda dengan hibah, hibah-wasiat merupakan suatu pemberian 

yang dinyatakan ketika yang member itu masih hidup, tetapi 

pelaksanaannya yang memberi itu meninggal dunia. Selama orang yang 

memberi itu masih hidup, ia dapat menarik kembali (membatalkan) 

pemberiannya. Perbuatan hukum ini merupakan bagian dari Hukum 

Kewarisan, yang dikenal baik dalam Hukum Adat, Hukum Islam maupun 

Hukum Barat. Dalam Hukum Adat dan Hukum Islam bisa dilakukan 

secara lisan walaupun ada juga yang dilakukan secara tertulis. Sementara 

itu dalam Hukum Barat dilakukan secara tertulis, yang dikenal dengan 

nama Legaat. 


